GCUBERNUR SULAWES! TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 3§  TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DI SULAWESI TENGGARA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan Liquefied
Petroleum Gas tabung 3 Kg dan guna mendukung program
diversifikasi energi di Sulawesi Tenggara, maka perlu adanya
pengendalian terhadap konsumen pengguna Liquefied
Petroleum Gas tabung 3 Kg;

. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk

menjamin kepastian hukum agar pengguna Liquefied Petroleum
Gas tabung 3 Kg tepat sasaran, maka perlu adanya pengaturan
dalam pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf @ dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur  Sulawesi  Tenggara tentang  Pengawasan
Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg di
Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
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2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied
Petroleum Gas tabung 3 Kg.

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied
Petroleum Gas.
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9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012
Nomor 11);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012
tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied
Petrolium Gas (LPG) tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah
tangga dan usaha mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2012 Nomor 38), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun
2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014
Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATASAN

KONSUMEN PENGGUNA LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KG

Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tenggara yang sudah melaksanakan program konversi minyak tanah ke
Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg;

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

. Liguefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon

yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan,
pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propan,
butana atau campuran keduanya;
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Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG
tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3
Kilogram;

Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk,
menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan
tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg
termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya;

Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang
mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak
dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan
menggunakan LPG tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta
peralatannya;

Agen LPG tabung 3 Kg adalah penyalur resmi LPG tabung 3 Kg yang ditunjuk
oleh PT. Pertamina untuk mendistribusi LPG tabung 3 Kg ke Pangklan LPG
tabung 3 Kg;

Pangkalan LPG 3 Kg, adalah penyalur resmi LPG tabung 3 Kg yang ditunjuk
oleh Agen LPG tabung 3 Kg yang penempatan lokasinya ditetapkan/ditentukan
oleh pemerintah Kabupaten/Kota;

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan LPG Khusus yang selanjutnya disebut
SPPEK adalah Badan Usaha yang mengelolah pengisian dan pengangkutan
LPG tabung 3 Kg;

Harga Eceren tertinggi LPG tabung 3 Kg yang selanjutnya disebut HET LPG
tabung 3 Kg adalah harga tertinggi per satuan tabung pada konsumen yang
ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota pada wilayah peredaran

dimasing-masing daerah.
Tujuan
Pasal 2

Tujuan pengawasan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg adalah
sebagai berikut :

a.

untuk menjamin pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg
di tingkat konsumen pada wilayah distribusi.

. untuk menjamin pendistribusian LPG tabung 3 Kg pada tingkat penyalur LPG

tabung 3 Kg ke konsumen LPG tabung 3 Kg, agar tepat sasaran, tepat volume
dan tepat waktu.

. meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan oleh Agen dan pangkalan LPG

tabung 3 Kg.
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d. legalitas izin lokasi pendirian, sarana dan fasilitas penyediaan dan
pendistribusian LPG tabung 3 Kg.

Ketersediaan LPG tabung 3 Kg
Pasal 3

(1) Setiap Agen LPG tabung 3 Kg bertanggung jawab atas ketersediaan LPG
tabung 3 Kg di rayon masing-masing;

(2) Dalam hal terjadi kekurangan LPG tabung 3 Kg pada rayon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Agen wajib melaporkan pada Pemerintah
Daerah dan PT. Pertamina (Persero);

(3) Dalam rangka menjamin ketersediaan LPG tabung 3 Kg didaerah maka
Gubernur membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur;

(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Instansi
terkait yang bertugas untuk melakukan pengawasan pendistribusian LPG
tabung 3 Kg agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu.

Konsumen Pengguna LPG tabung 3 Kg
Pasal 4

Konsumen pengguna LPG tabung 3 Kg adalah : Rumah tangga dan Usaha mikro.

Tata Cara Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg
Pasal 5

setiap pendistribusian LPG tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Agen LPG 3 Kg yang

ada di daerah dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh

PT. Pertamina (Persero), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dalam setiap pengisian tabung oleh agen dapat dilakukan satu (1) kali dengan
jumlah 560 (Lima ratus enam puluh) tabung;

b. setiap Agen LPG tabung 3 Kg yang telah mengisi tabung LPG langsung
didistribusikan ke pangkalan LPG tabung 3 Kg;
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5c. Pendistribusian LPG tabung 3 Kg oleh Agen LPG tabung 3 Kg dilakukan sesuai
dengan Rayonisasi keagenan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina
(Persero);

d. Pangkalan LPG tabung 3 Kg wajib mencantumkan :
1. Nama Pangkalan;

Nomor Pangkalan;

w N

Nama Agen yang melayani;
Harga Eceran Tertinggi.

a

Larangan
Pasal 6

(1) setiap Agen LPG tabung 3 Kg dan pangkalan tidak diperkenankan menjual LPG
tabung 3 Kg diatas HET yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan/atau
Bupati/Walikota;

(2) setiap Agen LPG tabung 3 Kg dilarang melayani pengecer atau menjual
langsung kepada konsumen pengguna;

(3) setiap Agen LPG tabung 3 KG dan pangkalan dilarang menyalurkan LPG
tabung 3 Kg ke Provinsi dan ke Kabupaten yang bukan wilayah pemasarannya.

(4) setiap pangkalan LPG tabung 3 Kg tidak diperkenankan dilayani lebih dari 1
(satu) Agen LPG tabung 3 Kg.

Sanksi
Pasal 7

(1) setiap Orang/Agen LPG tabung 3 Kg dan pangkalan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi
administrasi berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

¢. pemberhentian sementara pengisian;
d. pencabutan izin; dan

e. penyitaan tabung LPG tabung 3 Kg.

(2) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
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Penutup
Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara.

ey Frasiin Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal /- $ - 2015
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Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2'-$ - 2015

SEKRETARIS DAERAH

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015
NOMOR : 3§



